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MOTTO 

 

“Kesuksesan bukanlah sebuah pemberian tetapi diciptakan, belajar hari ini, 

berbanggalah dikemudian hari” 

-Novika Wulandari-   
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ABSTRAK 

 

Stategi meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan Publik adalah 

tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah, baik itu di 

pusat, di daerah, serta di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN). 

Pelayanan publik kepada masyarakat merupakan salah satu tugas atau fungsi 

penting pemerintah dalam meyelenggarakan tugas-tugas pemerintahannya. 

Adapun masalah yang di angkat dari penelitian ini yaitu Bagaimana strategi yang 

diterapkan di kantor UP2PKH (Unit Penujang Peternakan dan Pusat Kesehatan 

Hewan) Kec. Woha Kab. Bima. Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik  

dan Apa hambatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di kantor 

UP2PKH (Unit Penujang Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan) Kec. Woha 

Kab. Bima. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang 

diterapkan di kantor UP2PKH (Unit Penujang Peretenakan dan Pusat Kesehatan 

Hewan) Kec. Woha Kab. Bima dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 

dan mengetahui hambatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di kantor 

UP2PKH (Unit Penujang Peretenakan dan Pusat Kesehatan Hewan) Kec. Woha 

Kab. Bima. Manfaat dari penelitian ini adalah memberikan manfaat dan sebagai 

masukan bagi UP2PKH (Unit penunjang pertenakan dan pusat kesehatan Hewan) 

Kec. Woha Kab. Bima metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan pengumpulan data 

melalui dokumentasi, wawancara, dan observasi. Hasil penelitian menyatakan 

bahwa strategi yang di gunakan oleh kantor UP2PKH yaitu kehandalan pegawai 

dalam memberikan pelayanan, pelayanan yang dimaksudnya adalah Bima mampu 

memberikan pelayanan yang tepat waktu dan benar sesuai instruktur pusat yang 

berlaku responsive pegawai dalam membrikan pelayanan yaitu harus 

menaggagapi dengan cepat apa yang dibutuhkan atau di inginkan oleh pelanggan 

masyarakat ternak kecematan woha, tegible komikasi dan fasilitas dan 

mengadakan kontak pendekatan Pegawai UP2PKH yang memberikan pelayanan 

harus memiliki kemampuan untuk mengetahui dan kebutuhan masyarakat ternak. 

Kata Kunci: strategi pelayanan, hambatan kantor UP2PKH Woha 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pelayanan Publik sendiri tanggung jawab pemerintah dan dilaksanakan oleh 

instansi pemerintah, baik itu di pusat, di daerah, serta di lingkungan badan usaha 

milik negara (BUMN). Pelayanan publik kepada masyarakat merupakan salah 

satu tugas atau fungsi penting pemerintah dalam meyelenggarakan tugas-tugas 

pemerintahannya. Pelayanan publik merupakan unsur yang sangat penting dalam 

penyelenggara pemerintahan karena menyanggkut aspek kehidupan masyarakat 

yang luas. Hal ini sejalan dengan pengertian pelayanan publik menurut para ahli 

seperti Kotler, pelayanan merupakan kegiatan yang menguntukan dalam suatu 

kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak 

terikat pada suatu produk secara fisik.  

Pelayanan publik berdasarkan undang-undang No. 25 tahun 2009 adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan 

penduduk atas barang, jasa, atau pelayanan adminitrasi yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Pengertian ini memberikan indikasi bahwa 

pelayanan publik merupakan sebuah rangkain kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintahan dalam rangka pemenuhan kebutuhan bagisetiap warga Negara.  

Penyelenggaraan peleyanan publik adalah Upaya suatu Negara untuk 

mencapai kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa 



 
 
 
 
 

 

dan pelayanan adminitrasi di usahakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Pada dasarnya setiap manusia membuthkan pelayanan, dan dapat dikatakan 

pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Kepuasan masyarakat 

tehadap pelayanan merupakan satu indikator kinerja birokrasi atau organisasi 

pelayanan publik, baik swasta maupun pemrintahan untuk meningkatkan 

kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, maka dari itu di perlukan meningkatnya 

suatu aspek pelayanan.  

Kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah dipengaruhi oleh 

banyak faktor, baik faktor-faktor yang ada dalam pihak pemerintah sebagai mana 

peyelenggara layanan, maupun faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya 

pelayanan publik di dalam suatu pelyanan biasanya terdapat masalah yang 

menyebabkan pelayanan tersebut tidak berjalan dengan maksimal. Kurangnya 

pelayanan publik Menurut Moenir (2015:40) disebabkan oleh beberapa faktor 

antara lain, Kurangnya kesadaran terhadap tugas atau kewajiban, perorganisasian 

tugas pelayanan yang belum serasi, kemampuan pegawai, serta sistem atau 

posedur dan metode kerja yang tidak baik. Maka dari itu perlu di perhatikan 

faktor-faktor yang mendukung  yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan 

faktor itu adalah meningkatkan kemampuan dan keterampilan perkerja dan 

meningkatkan sarana pelayanan, menurut meonir (2015). Ada bebrapa pendapat 

mengenai meningkatkan pelayanan diawal pedoman bahwa kemampuan dan 

keterampilan birokrasi pelayanan menjadi salah satu yang paling penting untuk 

mewujudkan pelayanan yang sesuai dengan apa yang di harapakan konsumen.  



 
 
 
 
 

 

Dalam melaksanakan pelayanan, kemampuan birokrasi untuk menggunakan 

sarana atau fasilitas pendukung pelayanan seperti menggunakan komputer, 

berkomunikasi dan lainnya dan harus dapat memenuhi standar pelayanan atau 

standar operasional prosedur (SOP). Melalui adopsi tekhnologi moderen dapat 

menghasilkan output yang lebih banyak dan berkualitas yang relatif lebih cepat.  

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan 

pengamatan tentang kebijakan yang lebih memfokuskan pada kualitas pelayanan 

yang terstruktur pada dinas/kantor UP2PKH (Unit Penujang Pertenakan dan Pusat 

Kesehatan Hewan) Maka peneliti/penulis mengangkat sebuah judul "Strategi 

Meningkatkan kualitas Pelayanan Publik di Dinas/Kantor UP2PKH (Unit 

Penujang Pertenakan dan Pusat Kesehatan Hewan) Kec. Woha, Kab. Bima". 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan fokus masalah 

dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana strategi yang diterapkan di kantor UP2PKH (Unit Penujang 

Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan) Kec. Woha Kab. Bima dalam upaya 

meningkatkan pelayanan publik? 

2. Apa hambatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di kantor 

UP2PKH (Unit Penujang Peternakan dan Pusat Kesehatan Hewan) Kec. Woha 

Kab. Bima? 

 

 



 
 
 
 
 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1. Untuk mengetahui strategi yang diterapkan di kantor UP2PKH (Unit Penujang 

Peretenakan dan Pusat Kesehatan Hewan) Kec. Woha Kab. Bima dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

2. Untuk mengetahui hambatan dalam upaya meningkatkan pelayanan publik di 

kantor UP2PKH (Unit Penujang Peretenakan dan Pusat Kesehatan Hewan) 

Kec. Woha Kab. Bima. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Setiap diadakan suatu penelitian pasti mempunyai manfaat sehingga bisa 

dinikmati hasil akhirnya. Dengan diadakan penelitian ini, maka diharapkan dapat 

memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang antara lain: 

1.4.1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat dan sebagai 

masukan bagi "UP2PKH (Unit penunjang pertenakan dan pusat kesehatan 

Hewan) Kec. Woha Kab. Bima" dan sebagai referensi penelitian yang dapat 

berguna bagi perkembangan ilmu adminitrasi publik khususnya yang 

berkaitan dengan strategis meningkatkankualitas  pelayanan publik. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Penulis berharap agar penelitian ini dapat memberikan Sumbangan 

informasi terkait dalam pelaksanaan program tersebut, dengan kata lain 

membantu pihak Organisasi dalam hal menyadari pentingnya mereduksi 

ketidak seimbangan/kesenjangan dalam memberikan pelayanan 



 
 
 
 
 

 

publikKhususnya bagi Kantor UP2PKH (Unit penunjang pertenakan dan pusat 

kesehatan Hewan) Kec. Woha Kab. Bima. 

1.4.3. Manfaat Akademis  

Secara akademis karya akademik karya ilmiah ini merupakan salah satu 

mata kuliah prasyarat untuk merampungkan studi dalam meraih gelar sarjana 

S-1 pada prodi administrasi publik fakultas ilmu sosial dan ilmu politik 

universitas muhammadiyah mataram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu  

No 1 

Peneliti/ 

Judul 

Alfi Haris Wanto (2017) 

Strategi Pemerintah Kota Malang Dalam 

Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Berbasis 

Konsep Smart City    

 

Metode Jenis Penelitian Kualitatif, deskriptif 

Hasil Hasil penelitian ini adalah pemeritah kota malang 

telah melakukan beberapa strategi dalam membangun 

pelayanan publik bernasis smart city dengan beberapa 

stategi anatara lain yaitu dengan strategi mebangun 

lingkungan politik, strategi membangun teknologi 

pendukung, strategi meyiapkan anggaran dan  strategi 

mendorong pratisipasi masyarakat.  

Persamaan/Perbedaan Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian 

terdahulu ialah membahas bagaimana strategis dalam 

pelayanan publik. Sedangkan perbedaanya dalam 

penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah 

dalam peningkatan pelayanan publiknya.  

No 2 

Peneliti/judul Yesi Beby Emelya siregar (2019) 

Strategi Reformasi Birokrasi Dalam Meningkatkan 

Kualitas Pelayanan Pada Satuan Lalu Lintas Polres 

Deli Serdan.  

Metode Jenis penelitian Kualitatif, deskriptif 

Hasil Berdasarkan hasil penelitian dan uraian analisis dapat 

di tarik kesimpulan penelitian memberikan saran 

terkait dengan strategi reformasi birokrasi dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan pada satuan lalu 

lintas polres deli serdan. 

Persamaan/Perbedaan Persamaan penelitian ini dengan penelitian perdahulu 

memberikan upaya pelayanan terhadap kepuasaan 

terhadap masyarakat terhadap kualitas pelayanan. 

Sedangkan penelitian ini membahas unit UP2PKH 

(Unit penunjang pertenakan dan pusat kesehatan 

hewan) sedangkan penelitian terdahulu lalu lintas deli 

serdan.  



 
 
 
 
 

 

No 3 

Peneliti/judul Lusiana Hernawati (2021) 

Analisis Tentang Inovasi Program Pelayanan 

Kesehatan Peduli Remaja dalam Mengkatkan Kualitas 

Pelayanan di Puskesmas Babakan.  

Metode jenis penelitian menggunakan penelitian Kualitatif 

Hasil Hasil dari penelitian ini bahwa kualitas pelayanan 

publik untuk variabel fasilitas kesehatan secara 

keseluruhan tertinggi berada pada kategori remaja 

puas 50,00 % dan terendah pada kategori tidak puas 

5,00 %. 

Persamaan 

/Perbedaan 

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu 

meningkatkan kepuasaan masyarakat terhadap kualitas 

pelayanan publik. Sedangkan penelitian terdahulu dan 

penelitia sekarang, penelitian terdahulu yakni 

pelaksaan pengkatan program pelayanan kesehatan 

terhadap remaja, penelitian saat ini ialah membahas 

menigkatan kualitas pelayanan terhadap hewan ternak. 

 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1  Strategi  

Strategi adalah suatu kebutuhan manusia, organisasi, perusahaan, serta 

pemerintah untuk membuat tindakan yang telah direncanakan serta terarah 

untuk mecapai satu tujuan. Menurut Crandler (dalam buku Triton 2007:15) 

mengemukakan bahwa strategi merupakan suatu ketetapan sasaran jangka 

panjang dalam suatu organisasi, dan penerapan beberapa tindakan serta 

alokasi daya yang sangat penting agar dapat mecapai tujuan tersebut. Menurut 

Hax dan Majluf (dalam J.Salusu, 2006:100-101) merumuskan secara 

komperensif tentang strategi, yaitu : 

a. Strategi merupakan suatu pola dari keputusan yang konsisten, menyatu, 

serta dan integal; 



 
 
 
 
 

 

b. Menentukan serta menampilkan tujuan organisasi dalam arti sasaran 

jangka panjang, program bertindak, dan memproiritaskan alokasi sumber 

daya; 

c. Memilih bidang yang akan digeluti atau akan digeluti organisasi; 

d. Mencoba mendapatkan keuntungan yang dapat brtahan lama, dengan 

memberikan respon yang tepatterhadappeluang serta ancaman dari 

lingkungan eksternal organisasi, dan kekuatan serta kelemahannya; 

e. Melibatkan semua tingkatan hierarki dari organisasi.  

Berdasarkan penjelasan di atas maka strategi merupakan suatu 

susunan yang mendasar dalam organisasi agar organisasi memiliki tujuan serta 

mendapatkan penyesuaian diri terhadap lingkungan yang telah berubah 

sehingga organisasi memiliki kekuatan agar dapat mencapai tujuan yang 

sudah dirumuskan dengan strategi organisasi. 

Strategi untuk menentukan langkah yang benar dalam menyelesaikan 

masalah yang dihadapi maka pengambil keputusan menyusun strategi. Dalam 

melaksanakan pelayanan publik, tidak dapat dilakukan begitu saja, harus 

melakukan beberapa strategi perubahan agar pelayanan publik di instansi 

terkait dapat berjalan lancar serta transparan. Strategi dibutuhkan, karena 

lemahnya suatu agen perubahan, struktur internal lembaga tidak dapat 

disutjuhkan untuk perubahan serta ruang lingkup dan laju reformasi harus di 

kompromikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Lee (dalam Hanafie, 

2014;21-22). 



 
 
 
 
 

 

2.2.2 Kualitas pelayanan Publik 

1. Konsep Kualitas 

Kualitas pada awalnya adalah kata yang menyandang arti relatif 

karena bersifat abstrak, kualitas dapat digunakan untuk menilai atau 

menetukan tingkat penyusuaian suatu hal terhadap persyaratan atau 

spesifikasinya. Bila persyaratan atau spesifikasi itu terpenuhi berarti 

kualitas  sesuatu hal yang  dimaksud dapat dikatakan baik, jika persyaratan 

tidak terpenuhi maka dapat dikatakan tidak baik.  

Dengan demikian, untuk menentukan kualitas diperlukan indikator, 

karena spesifikasi yang merupakan indikator harus direncanang berarti 

kualitas secara tidak langsung merupakan hasil rancangan yang tidak 

tertutup kemungkinan untuk diperbaiki atau ditingkatkan.  

Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya merupakan 

memuaskan masyarakat. Untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas 

pelayanan prima yang tercemin dari : 

a. Transparasi, yaitu pelayanan yang bersifat terbuka, muda dan dapat 

diakses oleh semua pihak yang membutuhkan dan disediakan secara 

memadai serta mudah di mengerti. 

b. Akuntabilitas, yaitu pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



 
 
 
 
 

 

c. Kondisional, yaitu pelayanan yang sesuai dengan kondisi dan 

kemampuan pemberi dan penerima pelayanan dengan tetap berpegang 

pada prinsip efisiensi dan efektivitas.  

d. Partisipatif, yaitu pelayanan yang dapat mendorong peran serta 

masyarakat dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan harapan 

masyarakat.  

e. Kesamaan hak, yaitu pelayanan yang tidak melakukan diskriminasi 

dilihat dari aspek apapun khususnya suku, ras, agama, golongan dan 

status sosial.  

f. Keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pelayanan yang 

mempertimbangkan aspek keadilan antara pemberi dan penerima 

pelayanan publik. 

Jika dihubungkan dengan adminitrasi publik, pelayanan adalah 

kualitas pelayanan birokrat terhadap masyarakat. Maka kualitas memiliki 

banyak defenisi yang berbeda dan bervariasi mulai dari yang konvensional 

hingga yang lebih strategis. Defenisi konvensional dari kualitas biasanya 

mengambarkan karakteristik langsung dari suatu produk, yaitu : 

1. Kinerja (perfomance) 

2. Keandalan (reliability) 

3. Mudah dalam penggunaan (ease of use) 



 
 
 
 
 

 

Adapun dalam defenisi strategi dinyatakam bahwa kualitas 

merupakan segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan atau 

kebutuhan pelangang (meeting the needs of customers). 

Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun 

yang lebih strategis oleh Gaspersz dalam Sampara Lukman, 

mengemukakan bahwa pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian 

pokok: 

1. Kualitas terdiri atas sejumlah kesistiwaan produk, baik keistimewaan 

langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan 

pelaggan dan memberikan kepuasan atas penggunaan produk. 

2. Kualitas terdiri atas segala sesuatu yang bebas dari kekuragan atau 

kerusakan.  

Agar pelayanam yang diberikan berkualitas tentu saja kedua 

kualitas dimaksud harus terpenuhi. Negara berkembang umumnya tidak 

dapat memenuhi kedua kualitas terinci Master dalam Dadang Jualiata (Ed) 

mengemukakan berbagai hambatan dalam pengembangan sistem 

manajemen kualitas, antara lain: 

a. Tidak adanya  komitmen dari manajemen. 

b. Tidak adanya pengetahuan dan kekurangan pahaman tetang 

manajemen kualitas bagi aparatur yang bertugas melayani. 

c. Belum bisa aparatur mengubah keltur yang mempengaruhi kualitas 

manajemen pelayanan pelaggan.  



 
 
 
 
 

 

d. Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan belum dioptimalkan.  

e. Belum bisa membangun learning organization, learning by the 

individuals dalam organisasi. 

f. Tidak sama antara struktur organisasi dengan kebutuhan.  

g. Belum cukup sumber daya dan dana. 

h. Kurang tepatnya sistem penghargaan dan balas jasa bagi karyawan.  

i. Kurang tepatnya mengadopsi prinsip manajemen kualitas ke dalam 

organisasi. 

j. Kurang tepatnya dalam mebmberikan perhatian pada pelaggang, baik 

internal maupun ekstenal. 

k. Ketidak tepatnya dalam pemberdayaan dan kerja sama. 

Ciri-ciri yang menentukan kualitas pelayanan publik.  

1 Ketepatan waktu pelayanan, yang meliputi waktu tunggu dan proses. 

2 Akurasi pelayanan, yang meliputi bebas dari kesalahan.  

3 Kesopanan dan keramahan dalam memberikan pelayanan. 

4 Kemudahan mendapatkan pelayanan, misalnya banyaknya tugas yang 

melayani dan banyaknya fasilitas pendukung seperti komputer. 

5 Kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, berkaitan dengan lokasi, 

ruang tempat pelayanan, tempat parkir, ketersediaan informasi dan 

lain-lain.  

6 Atribut pendukung pelayanan lainnya seperti ruang tunggu ber-ac, 

kebersihan yang selalu terjaga dan lain-lain 



 
 
 
 
 

 

Untuk itu, ada beberapa ketentuan dalam melihat kualitas 

pelayanan yaitu sebagai berikut: 

1  Kehandalan  

2 Tanggapan baik  

3 Kecakapan yang berwenang 

4  Jalan untuk memulai  

5  Sopan Santun  

6  Hubungan baik  

7 Kepercayaan  

8 Jaminan 

9 Pengertian  

10  Penampilan yang baik. 

Untuk dapat menilai kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh 

aparatur pemerintah, perlu adanya tolak ukur kualitas pelayanan yang 

menunjukkan apakah kualitas pelayanan yang diberikan dapat dikaitkan 

baik atau buruk. Menurut Zeithaml dalam Devina (2018: 20) ada 10 

dimensi yang harus diperhatikan dalam melihat tolak ukur kualitas 

pelayanan publik, yaitu sebagai berikut:  

1 Tangibles (terjamah), yaitu fasilitas fisik, peralatan, personil, dan 

komunikasi. 

2 Reliability (handal), yaitu kemampuan unit pelayanan menciptakan 

pelayanan yang dijanjikan dengan cepat.  



 
 
 
 
 

 

3 Resvonsiveness (pertanggung jawaban), yaitu kemampuan membantu 

konsumen bertanggung jawab terhadap suatu mutu pelayanan yang 

diberikan. d. Competence (kompeten), yaitu tuntutan dimilikinya 

pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam pemberi 

pelayanan.  

4 Competence (kompoten), yaitu  tuntutan dimilikinya pengetahuan dan 

keterampilan yang baik oleh aparatur dalam pemberi pelayanan. 

5 Coustesy (sopan), yaitu sikap/prilaku ramah, bersahabat, tanggap 

keinginan konsumen, mau melakukan kontak/ hubungan pribadi.  

6 Credibility (jujur), yaitu sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik 

kepercayaan masyarakat.  

7 Security (aman), yaitu jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin 

bebas dari bahaya dan resiko. 

8 Access (kemudahan), yaitu untuk mengadakan kontak dan pendekatan. 

9 Communication (komunikasi), yaitu kemauan pemberi pelayanan 

untuk mendengarkan suara, keinginan, atau inspirasi pelanggan, 

sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru 

kepada masyarakat. 

10 Understanding the costumer (mengerti akan pelanggan), yaitu 

melakukan usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan. 

 

 



 
 
 
 
 

 

2.   Teori Pelayanan Publik 

a. Pelayanan Publik  

Pelayanan memiliki arti penting sebagai tindakan individu, 

kelompok atau hierarkis, baik secara nyata maupun tidak nyata untuk 

memenuhi suatu kebutuhan. Administrasi begitu kuat diidentikkan 

atau otoritas publik, karena merupakan kewajiban otoritas publik untuk 

menawarkan jenis bantuan kepada kerabatnya. Meonir dalam Anggara 

(2016: 568) memberikan pandangan bahwa bantuan adalah siklus 

kepuasan melalui latihan orang lain secara lugas. Dari sudut 

pandangnya, administrasi seharusnya menjadi tindakan yang 

membentuk interaksi. Jalannya pemerintahan terjadi tanpa henti dan 

terus-menerus, yang dapat dilihat dari keberadaan orang lain secara 

lokal. 

Maka dari itu, sudah menjadi tujuan pelayanan pada umumnya 

yaitu gimana memyiapkan pelayanan publik yang dibutuhkan oleh 

masyarakat, bagaimana menyatakan dengan tepat kedapa masyarakat 

mengenai pilihan serta mengaksesnya, dan disediakan oleh 

pemerintah. Untuk itu tujuan tersebut dirangkum sebagai berikut:  

1. Menetukan pelayanan publik yang sudah ada, apa saja macamnya. 

2. Memperlakukan pengguna pelayanan, apa yang diinginkankan 

mereka. 



 
 
 
 
 

 

3. Mencari cara penyampaian pelayanan yang paling baik dan 

berkualitas. 

4. Menyediakan cara-cara, bila pengguna pelayanan tidak ada pilihan 

lainnya. 

Menurut Sinambela dalam Pasolong (2007:128) “pelayanan publik 

adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang 

menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan 

menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu 

produk secara fisik. Sedangkan pelayanan publik menurut Kapmen 

PAN Nomer 25 tahun 2004 adalah segala kegiatan pelayanan yang 

dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima layanan, maupun dalam rangka 

pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

Menurut Hayat dalam Devila (2018:14), “melayani secara 

keseluruhan aspek pelayanan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat 

untuk dipenuhi sesuai dengan ketentuannya. Pelayanan publik menjadi 

suatu sistem yang dibangun di dalam pemerintahan untuk memenuhi 

unsur kepentingan rakyat. Pelayanan publik merupakan pemberian 

layanan yang diberikan kepada warga negara secara baik dan 

profesional baik jasa, barang atau administratif sebagai bagian dari 

keperluan masyarakat. Pelayanan publik yang baik memberikan 

kepuasan terhadap masyarakat atas pelayanan tersebut. Dalam 



 
 
 
 
 

 

pemberian layanan, menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah 

untuk menyediakannya secara profesional, akuntabel dan optimal. 

Pelayanan yang optimal adalah harapan semua masyarakat agar 

tercipta kualitas pelayanan yang lebih baik. UndangUndang No 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik disebutkan bahwa pelayanan 

publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang– 

undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggaraan pelayanan publik”. 

b.  Standar Pelayanan Publik 

Setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki standar 

pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi 

penerima pelayanan. Menurut Mukarom (2015: 85) standar pelayanan 

publik adalah ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik yang wajib ditaati oleh pemberi atau penerima 

pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi hal-hal berikut: 

1. Prosedur pelayanan, dilakukan bagi pemberi dan penerima 

pelayanan termasuk pengaduan. 

2. Waktu penyelesaian, ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan 

sampai dengan penyelesaian pelayanan, termasuk pengaduan.  



 
 
 
 
 

 

3. Biaya pelayanan, termasuk perincian tarif yang ditetapkan dalam 

proses pemberian pelayanan. 

4. Produk pelayanan, hasil pelayanan yang akan diterima sesuai 

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.  

5. Sarana dan prasarana, penyediaan sarana dan prasarana pelayanan 

yang memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 

6. Kompetensi petugas pemberi pelayanan, harus ditetapkan dengan 

berdasarkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, sikap dan 

perilaku yang diperlukan.  

Peraturan Menpan Nomor 15 Tahun 2014 tentang pedoman standar 

pelayanan publik, standar pelayanan merupakan tolak ukur yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan 

penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji 

penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang 

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Komponen standar 

pelayanan sebagaimana di atur oleh Undang-Undang Nomor 25 tahun 

2009, dalam peraturan ini dibedakan menjadi dua yaitu:  

1. Komponen standar pelayanan yang berkaitan dengan proses 

penyampaian pelayanan (service delevery), meliputi:  

a. Persyaratan  

b. Sistem, mekanisme dan prosedur  

c. Jangka waktu pelayanan  

d. Biaya/tarif  



 
 
 
 
 

 

e. Produk pelayanan  

f. Penanganan pengaduan, saran dan masukan  

 

2. Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses 

pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing), 

meliputi:  

a. Dasar hukum  

b. Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas 

c. Kompetensi pelaksana  

d. Pengawasan internal 

e. Jumlah pelaksana  

f. Jaminan pelayanan  

g. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan  

h. Evaluasi kinerja pelaksana  

c. Asas Pelayanan Publik  

Asas pelayanan menurutkeputusan MENPAN Nomer 63 Tahun 

2014 yaitu: 

a. Transparansi 

Bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti.  

 

 



 
 
 
 
 

 

b. Akuntabilitas 

Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

c. Kondisional 

Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan penerima 

pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas.  

d. Partisipastif  

Mendorong peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 

harapan keluarga. 

e. Kesamaan hak 

Tidak diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender dan status ekonomi.  

f. Keseimbangan hak dan kewajiban  

Pemberi dan penerima pelayanan publik harus memenuhi hak 

dan kewajiban masing-masing pihak.  

Pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu 

rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, 

tepat, lengkap, wajar, dan terjangkau. Oleh sebab itulah, menurut 

Ibrahim dalam Devila (2008:19) setidaknya mengandung asas-asas 

dasar antara lain sebagai berikut: 



 
 
 
 
 

 

a. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan 

publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-

masing pihak, sehingga tidak ada keraguan dalam pelaksanaannya. 

b. Pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan 

kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, dengan tetap berpegang pada efesiensi dan efektifitas.  

c. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus 

diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, 

kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggung 

jawabkan.  

d. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 

instansi/lembaga pemerintah yang bersangkutan berkewajiban 

“memberi peluang” kepada masyarakat untuk ikut 

menyelenggarakannya, sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Dari asas-asas tersebut terlihat bahwa dalam pelaksanaan 

pelayanan publik ditujukan kepada semua masyarakat termasuk 

masyarakat dengan kebutuhan khusus, pelayanan publik yang terbaik 

adalah pelayanan yang dapat menjangkau semua elemen masyarakat. 

Dengan keadaan tersebut pelayanan publik akan mempermudah 

masyarakat dalam aktifitasnya. 

 



 
 
 
 
 

 

2.3   Kerangka Berfikir  

 

 

  

Strategis meningkatkan kualitas kualitas 

pelayanan publik di kantor UP2PKH (Unit 

penunjang pertenakan dan kesehatan hewan) 

kec. Woha Kab. Bima  

Undang-Undang  nomor  25 

tahun 2009 tentang 

pelayanan publik 

Faktor penghambat dan 

pendukung pelayanan publik di 

kantor UP2PKH yang ada 

dilapangan 

A. Faktor penghambat  

1. Sistem pemeliharaan ternak 

seacara tradisional. 

2. Masih kurang kesadaran 

pertenak untuk melaporkan 

keadaan ternak yang sakit. 

3. Masyarakat masih 

menganggap  ternak adalah 

usaha sampingan 

B. Faktor pendukung  

1. Tersedianya kantor 

puskeswan (pusat 

kesehatan hewan  

2. Tenaga dokter hewan 1 org 

dan para medis 2 orang  

3. Petugas Ins3minasi buatan 

(IB) 3 Orang  

 

Sasaranya ke masyarakat 

pertenak di Kec. Woha 

Kab. Bima  

Efektivitas meningkatkan 

kualitas pelayanan publik 



 
 
 
 
 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian  

Jenis penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 

penelitian diskriptif yang digunakan peneliti untuk memperoleh dan menyajikan 

data secara maksimal dan menyeluru. Dilihat dari rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang ada dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan metode 

penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

obyek yang alamiah, (sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah 

sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi 

(gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi. 

Penelitian secara kualitatif ini dilakukan agar bisa mendalami permasalahan 

yang ada untuk kemudian dicari jawaban atau penjelasannya. Metode kualitatif 

digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung 

makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan 

suatu nilai dibalik data yang tampak. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif 

tidak menekankan pada generalisasi, tetapi lebih menekankan pada makna. 

 

 



 
 
 
 
 

 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini akan dilakukan di kantor atau Dinas UP2PKH (unit penunjang 

pertenakan hewan dan pusat kesehatan hewan) kecamatan woha kabupaten bima. 

Alasanya peneliti memilih UP2PKH sebagai lokasi penelitian karena masih 

kurang kesadaran masyarakat untuk melaporkan keadaan ternak apabila sakit 

kedapa petugas pelayanan kesehatan hewan pada Desember sampai Januari 2022.  

 

3.3 Pemilihan Informan/Responden  

Menurut Sugiyono dalam Sofiyullah (2017 : 60), “dimana penelitian ini, 

informan ada tiga, yakni informan ahli, informan kunci, dan informan pendukung. 

Adapun informan ini ditentukan dengan teknik porposive sampling, yaitung 

pengambilan sampel data dengan pertimbangan.  

Dimana penelitian ini, peneliti memili pihak yang akan dijadikan sebagai 

informan yaitu : 

1. Kepala UP2PKH  

2. Staff/Petugas UP2PKH 

3. Beberapa Masyarakat di Woha. 

 

3.4 Sumber dan Jenis Data 

 Menurut Moleong dalam Khotimah (2016:20) “sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, adalah data yang diperoleh dari 

hasil wawancara dan pengalaman lain, data tambahan dari sumber tertulis seperti 

dokumentasi resmi, sumber arsip, majalah ilmiah, dokumen tertulis resmi, dan 



 
 
 
 
 

 

termaksuk studi pustaka. Berkaitan dengan ini penelitian menggunakan jenis data 

sebagai berikut:  

1. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan 

responden. Data primer bersumber dari informasi yang digali pada masyarakat 

yang menjadi sasaran pengguna pelyanan publik atau disebut responden, 

dengan istrument pengumpulan data menggunakan angket, wawancara dan 

observasi partisipan. 

2. Data sekunder  

Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari 

sumbernya, melainkan bersumber dari unit-unit analisis, dengan instrumen 

pengumpulan data menggunakan kepustakaan dan dokumentasi. 

 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono dalam Ferawati (2018:32) “teknik pengumpulan data 

merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama 

penelitian yaitu mendapatkan data. Tanpa mengetahui tehnik pengumpulan data, 

maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang 

ditetapkan. Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data dalam penelitian 

diperolah dengan tiga cara sebagai berikut : 

a. Wawancara  

Menurut moleong dalam Ferwati (2018:33) wawancara adalah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, 

yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 



 
 
 
 
 

 

terwawancara (interviewer) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. 

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data dengan  mewawancarai 

sumber-sumber yang berkaitan dengan apa yang akan diteliti, sehingga 

memperoleh data infomasi terkait tentang meningkatkan kualitas pelayanan di 

kantor atau Dinas UP2PKH. 

b. Observasi 

Menurut Raco dalam Sofiyulloh (2017:64) Observasi adalah bagian dari 

pengumpulan data. Observasi bearti mengumpulkan data langsung dari 

lapangan. Data observasi dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau 

pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti terkait 

pelaksanaan Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kantor atau Dinas 

UP2PKH seperti mengamati langsung kegiatan di kantor atau Dinas UP2PKH, 

secara langsung melihat kondisi kantor peternakan hewan dengan hal ini 

sesuai penelitian sehingga menemukan apa yang menjadi kendala 

permasalahan tersebut.  

c. Dokumentasi   

Menurut Sugiyono dalam Ferawati (2018:33) menyatakan studi 

dokumen adalah pelengkapan dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil penelitian dari observasi dan 

wawancara, akan lebih kredibel atau dapat  dipercaya jika didukung oleh foto-

foto atau karya tulis akademis yang telah ada. Untuk memperolah data-data 

yang diteliti, dalam tehnik ini peneliti melakukan dokumentasi terhadap 

dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan Meningkatkan kualitas 



 
 
 
 
 

 

pelayanan publik di kantor atau Dinas UP2PKH, Seperti ruang layanan 

UP2PKH, foto kegiatan UP2PKH dan apa saja yang terkait dengan 

permasalahannya tersebut. 

 

3.6 Teknik Analisis Data  

Menurut Sugiyono dalam Kredibel (2013:246) menyatakan pendekatan 

yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yakni tehnik analisis data yang akan 

diperoleh yaitu data kualitatif, yang di maksud untuk memperoleh gambaran 

secara khusus yang besifat menyeluruh tentang apa yang mencakup dalam maslah 

yang dilakukan di lokasi penelitian pada saat pengumpulan data. Pada saat 

wawancara, bila jawaban yng diwawancarai setelah terasa belum memuaskan, 

maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai tahap tertentu. 

 

3.7 Uji Validitas Data 

Menurut Sugiyono (2015:121-131). Ujian keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif merupakan uji credibility (validitas internal), transferability (validitas 

eksternal) dependability (rellabilitas), dan confirmability (objektivitas). Namun 

pada penelitian menggunakan ujian kredibilitas.  

Ujian kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

kualitatif antara lain dilakukan dengan berbagai kegiatan, disini penelitian hanya 

menggunakan kegiatan trigulasi. Triangulasi dalam penhujian kredibilitas ini 

diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai narasumber dengan berbagai cara 

dan berbagai waktu. 



 
 
 
 
 

 

1. Perpanjangan pengamatan 

Dalam perpanjangan pengamatan yaitu untuk menguji kredibilitas data 

yang telah diperoleh. Perpanjangan pengamatan ini dilakukan, akan sangat 

tergantung pada kedalaman, keluasan dan kepastian data. Dengan 

memperpanjang masa observasi berarti hubungan peneliti dengan narasumber 

akan semakin terbentuk. 

2. Meningkatkan Ketekunan  

Yaitu melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkisinambungan. 

Peneliti melakukan pengamatan secara cermat dan mendalam untuk 

mendapatkan kepastian data oleh karena itu, peneliti pun membaca berbagai 

refrensi dari berbagai sumber. Sumber dan hasil penelitian yang berkaitan 

dengan temuan peneliti, dengan demikian pengamatan yang dilakukan oleh 

peneliti dapat menghasilkan kepastian data dan keakuratan data secara 

sistematis tentang apa yang diamati.  

3. Triangulasi  

Dalam triangulasi, tehnik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain. peneliti melakukan mengecek data dengan 

digunakan berbagai sumber dan melalui mengecekan terhadap observasi di 

lapangan, catatan lapangan, studi literatur serta berdiskusi dengan narasumber 

terhadap data yang diperoleh peneliti untuk memastikan kebenaran data. 

 

 


